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Abstrak 
Penelitian   ini   merupakan   jenis penelitian hukum empris   yang   bersifat 
deskriptif. Lokasi penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya), yang beralamat di Jalan Ir. 
Juanda No. 143 B, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Jenis data meliputi data 
primer dan data skunder dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan 
studi kepustakaan. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan asas kekeluargaan untuk menangani pinjaman bermasalah di 
KPRI Makarya yang dilakukan oleh para pengurus koperasi telah sesuai dengan 
tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Serta telah 
sesuai dengan isi dari Pasal 2 ayat 1 Anggaran Dasar KPRI Makarya, Pasal 2 
huruf d Anggaran Rumah Tangga KPRI Makarya, Pancasila sila ke empat, Pasal 
33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 
Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Setiap 
penyelesaian permasalahan pinjaman bermasalah atau pinjaman macet pada KPRI 
Makarya, selalu dimulai dengan proses negoisasi dan mediasi, proses tersebut 
dalam koperasi disebut dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Bentuk 
penerapan asas kekeluargaan dalam menangani pinjaman bermasalah pada KPRI 
Makarya antara lain: meneliti berkas kredit, mengirim surat pemberitahuan, surat 
panggilan dan surat peringatan, proses kebijakan restrukturisasi, putusan 
restrukturisasi yang dapat berupa penjadwalan kembali, persyaratan kembali, 
penurunan suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan bunga pinjaman, dan 
penambahan fasilitas pinjaman. 
 
Kata Kunci: Asas Kekeluargaan, Kredit Macet, Koperasi. 
 
Abstract 
This research is a descriptive type of empirical legal research. Location of 
research in Cooperative Employees of the Republic of Indonesia Manunggaling 
Karso Yuwana (KPRI Makarya), having his address at Jalan Ir. Juanda No. 143 
B, District Jebres, Surakarta City. Data types include primary data and secondary 
data and data collection techniques by interviews and literature studies. Data 
analysis is qualitative. The results showed that the application of the principle of 
kinship to deal with problem loans in KPRI Makarya conducted by the 
cooperative management has been in accordance with the purpose of 
cooperatives that promote the welfare of members in particular and society in 
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general and participate in building the order of the national economy in order to 
realize a developed society, and prosperous. And in accordance with the contents 
of Article 2 paragraph 1 of the Articles of Association of KPRI Makarya, Article 2 
Sub-Article d of Household Articles of KPRI Makarya, Pancasila of the Fourth 
Precept, Article 33 Paragraph 1 of the 1945 Constitution of the State of the 
Republic of Indonesia, and Article 2 of Law No. 25 of 1992 concerning 
Cooperatives. Any problem solving of problem loans or bad loans at KPRI 
Makarya always begins with negotiation and mediation process, the process in 
the cooperative is called settlement by consensus. The form of application of the 
family principle in handling problem loans at KPRI Makarya includes: reviewing 
credit files, sending notices, summons and warning letters, restructuring policy 
process, restructuring decisions that can take the form of rescheduling, 
reimbursement, decrease of loan interest rate, interest on loans, and additional 
loan facilities. 
 
Keywords: Kinship Principles, Bad Debts, Cooperatives. 
 
1. PENDAHULUAN 
Kebiasaan hidup tolong-menolong di lingkungan masyarakat Indonesia dikenal 
sebagai gotong-royong, yang terbukti memiliki peranan penting dalam 
menggalang kekuatan ekonomi masyarakat. Namun karena kegiatan tersebut 
dilakukan secara spontan dan tanpa ikatan organisasi yang didasarkan atas aturan-
aturan tertulis, pelaksanaan kegiatan gotong-royong pada umumnya dilakukan 
secara kurang teratur. Untuk mengurangi kekurangan gotong-royong tersebut, 
diperlukan suatu perkumpulan yang lebih teratur dan bersifat terus-menerus. 
Koperasi berusaha mempersatukan orang-orang untuk berjuang meningkatkan 
pemenuhan kebutuhan ekonomi anggotanya maupun masyarakat melalui usaha 
bersama yang bersifat rasional dan berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan 
semangat kekeluargaan.1 
Koperasi memiliki berbagai latar belakang usaha, salah satunya adalah 
usaha koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, yang merupakan lembaga 
keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat walaupun dalam 
ruang lingkup terbatas. Koperasi simpan pinjam yang merupakan lembaga 
keuangan yang tidak terlepas dari masalah pinjaman. Demikian juga dengan 
Koperasi Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya) yang berfungsi sebagai 
                                                             
1Baswir Revrisond, 2000, Koperasi Indonesia, Yogjakarta: BPFE-Yogjakarta. 
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lembaga keuangan simpan pinjam dan pemberi pinjaman khususnya untuk para 
anggota yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai Nomor 
Induk Pegawai di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Untuk itu, KPRI Makarya 
sebagai lembaga simpan pinjam harus mampu mengelola, menghimpun, dan 
menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien agar meningkatkan taraf 
hidup bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu KPRI 
Makarya harus memerlukan adanya manajemen pinjaman yang efektif sehingga 
dengan manajemen pinjaman tersebut dapat mencegah pinjaman macet atau 
pinjaman bermasalah. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 
meniliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkan ke dalam sebuah tulisan yang 
berbentuk skripsi dengan judul : “IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN 
DALAM PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH DI KOPERASI 
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 
NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (STUDI KASUS DI 
KOPERASI MANUNGGALING KARSO YUWANA / KPRI. MAKARYA, 
KECAMATAN JEBRES, KOTA SURAKARTA)”. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui 
implementasi atau penerapan asas kekeluargaan dalam penyelesaian pinjaman 
bermasalah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manunggaling Karso 
Yuwana (KPRI Makarya) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
Tentang Perkoperasian, (2) untuk mengetahui prosedur dalam menyelesaikan 
pinjaman bermasalah dengan menggunakan asas kekeluargaan di Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya) dan 
solusi yang akan ditempuh apabila terjadi hambatan, (3) memperoleh data maupun 
informasi yang jelas dan lengkap sebagai bahan penyusunan penulisan hukum 
(skripsi) sebagai prasyarat guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (4) 
menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dibidang Hukum 
Perdata terkait dengan penanganan pinjaman bermasalah melalui asas 




Penelitian   ini   merupakan   jenis penelitian hukum empris   yang   bersifat 
deskriptif. Lokasi penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya), yang beralamat di Jalan Ir. 
Juanda No. 143 B, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Jenis data meliputi data 
primer dan data skunder dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan 
studi kepustakaan.  
Analisis data secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh 
peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara 
lisan atau tulisan, dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai 
suatu yang utuh.2 Penelitian ini akan dilakukan di Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya), yang beralamat di 
Jalan Ir. Juanda No. 143 B, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Penerapan Asas Kekeluargaan untuk Menangani Pinjaman Bermasalah 
di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manunggaling Karso Yuwana 
(KPRI. Makarya) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian 
Berdasarkan hasil penelitian penerapan asas kekeluargaan dalam menangani 
pinjaman bermasalah adalah: 
3.1.1 Pertama adalah pada tahun 2014 ada anggota KPRI Makarya yang 
meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan kredit yang lumayan 
banyak. Setelah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan melalui 
musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan pengurus dan 
pengawas dikediaman anggota yang bersangkutan, akhirnya tunggakan 
kredit anggota yang meninggal dunia dan belum lunas tersebut bisa 
diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara membayar semua sisa 
tunggakan kredit oleh ahli warisnya yang sah. Dalam hal ini apa yang 
                                                             
2Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press., hal. 250. 
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dilakukan pengurus dan pengawas KPRI Makarya telah sesuai dengan 
Peraturan Khusus KPRI Makarya Nomor 03/PK/MKY/II/04 poin ke tiga 
tentang Aturan Khusus Anggota yang Meninggal Dunia yang berbunyi : 
“Bagi anggota KPRI Makarya yang meninggal dunia, tetaapi masih 
mempunyai perhitungan utang kepada koperasi, dikenakan peraturan 
sebagai berikut: 
1. Ahli waris yang sah berkewajiban menyelesaikan atau mengembalikan 
utang kepada koperasi sampai lunas. 
2. Sepanjang anggota koperasi yang sudah meninggal masih menerima 
penghasilan atau gaji dari instansinya, maka diperhitungkan dengan 
sisa pinjaman tersebut. 
3. Dalam keadaan yang memaksa dan dipandang tidak memungkinkan, 
dibantu dengan Dana Cadangan Resiko Kredit setelah mendapat 
persetujuan Rapat Anggota.” 
 
3.1.2 Kedua, pada kasus ini juga terjadi di tahun 2014 dimana ada angggota 
KPRI Makarya yang meninggal dunia dan masih mempunyai tunggakan 
hutang yang belum terselesaikan. Tetapi debitur tersebut mempunyai 
hutang yang sangat banyak dan ahli warisnya juga termasuk dalam 
keluarga yang kurang mampu dan tidak bisa untuk melunasi sisa 
hutangnya. Lalu setelah dikurangi dari gaji yang masih diperoleh dari 
debitur sisa hutang juga masih ada yang belum terbayarkan. Dan karena 
pada awal debitur tersebut mengajukan pinjaman juga belum ada asuransi 
pinjaman, jadi jumlah kerugian yang diderita koperasi tidak dapat diklaim 
asuransi. Asuransi pinjaman hanya berlaku atau hanya dapat dibayarkan 
pada saat ada anggota yang meninggal dunia atas pinjaman yang 
diasuransikan. Sedangkan untuk pinjaman yang tidak diasuransikan atau 
jika masih ada, tetap harus wajib dibayar atau diselesaikan di KPRI 
Makarya.  
Akhirnya masalah ini dibawa dan dibahas dalam rapat anggota. Dalam 
keadaaan memaksa dan dipandang tidak memungkinkan, Rapat Anggota 
memutuskan untuk menggunakan Dana Resiko Kredit untuk menutup semua 
tunggakan hutang yang masih belum terlunasi oleh debitur. Apa yang 
dilakukan pengurus dan pengawas serta keputusan akhir dari Rapat Anggota 
KPRI Makarya tersebut diatas telah sesuai dengan Peraturan Khusus KPRI 
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Makarya Nomor 03/PK/MKY/II/04 poin ke tiga tentang Aturan Khusus 
Anggota yang Meninggal Dunia dan Peraturan Khusus KPRI Makarya Nomor 
01/PK/MKY/II/04 poin ke sembilan tentang Dana Resiko Kredit yang 
berbunyi: 
“Dana Resiko Kredit atau yang disingkat DRK adalah dana yang 
diusahakan untuk tujuan mengurangi atau menutup kerugian yang timbul 
adanya “Piutang Merah” atau tunggakan merah yang disebabkan karena: 
1. Anggota peminjam meninggal dunia sedangkan keluarga atau ahli 
warisnya oleh tim peneliti KPRI Makarya dinyatakan tidak mampu 
melunasi sisa pinjaman almarhum atau almarhumah. 
2. Anggota peminjam pindah bekerja pada instansi lain dan pindah 
alamat tanpa memberi tahu sehingga sulit dihubungi dan sisa 
pinjamannya tidak mungkin dapat ditagih. 
3. Anggota peminjam berhenti bekerja dari Pegawai Negeri tidak 
memberi tahu kepada koperasi. Tim peneliti KPRI Makarya setelah 
dapat menghubungi dan meneliti keadaannya menyatakan tidak 
mampu atau tidak mungkin dapat melunasi sisa pinjamannya. 
4. Kesanggupan melunasi sisa pinjaman dari anggota yang berhenti 
bekerja dari Pegawai Negeri tidak ditepati sampai batas waktu 
kemampuan menagih (tenaga, waktu, dan lain-lain sarana tidak 
menghasilkan). 
Sisa dana resiko kredit pada akhir tahun setelah dikurangi untuk 
mengurangi atau menutup piutang merah, digunakan sebagai dana resiko 
kredit tahun anggaran berikutnya secara akumulatif.” 
 
3.1.3 Pada kasus ketiga ada satu anggota koperasi yang sudah pensiun pada 
tahun 2015, anggota tersebut masih memiliki hutang yang lumayan 
banyak, karena kesulitan ekonomi, angsuran kreditnya setiap bulan macet. 
Anggota tersebut sudah dilayangkan surat pemberitahuan jika masih ada 
tunggakan hutang yang belum terselesaikan, setelah sampai tiga kali surat 
dikirim, debitur tersebut tidak ada iktikad baik. Akhirnya dikirim surat 
lanjutan berupa surat panggilan untuk menghadap dikoperasi. Tetapi 
sampai surat panggilan yang ketiga juga tidak ada respon atau 
kesepakatan, maka pengurus mengirim surat peringatan satu sampai 
dengan tiga kali berjarak sepuluh hari dari surat peringatan sebelumnya 
dan seterusnya. 
Debitur tersebut tidak kooperatif karena setelah dilayangkan surat 
peringatan ketiga baru debitur mau menghadap ke koperasi. Lalu, pengurus 
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beserta pengawas melakukan negoisasi atau musyawarah mufakat untuk 
menyelesaikan masalah kredit macet ini dengan debitur yang bersangkutan. 
Setelah dilakukan negoisasi akhirnya sudah sepakat bahwa debitur mau akan 
melunasi sisa tunggakannya dengan ketentuan dilakukan perubahan jadwal 
pembayaran dan jangka waktunya serta perubahan besarnya angsuran 
pinjaman. Akan tetapi dalam prakteknya debitur tersebut tetap melakukan 
kelalaian dengan tidak menjalankan semua kesepakatan yang sudah disepakati 
sebelumnya. Pinjaman bermasalah ini lalu dibawa ke Rapat Anggota Tahunan, 
dan sudah di bahas dalam rapat anggota dan pengurus serta pengawas sudah 
memberikan pengertian dan masukan kepada anggota yang mengalami kredit 
bermasalah untuk diberi waktu dan kelonggaran untuk melunasinya, agar 
semua berjalan baik, lancar dan tidak ada masalah. Kurang satu kali lagi 
angsuran maka hutangnya akan lunas dan kekayaan dan hutangnya akan 
seimbang atau balance. Akan tetapi kesanggupan melunasi sisa pinjaman dari 
anggota yang sudah pensiun tersebut tidak ditepati sampai batas waktu 
kemampuan menagih (tenaga, waktu, sarana dan prasarana, dan lain-lain tidak 
menghasilkan), akhirnya sesuai keputusan rapat anggota, sisa tunggakan 
hutang dari debitur tersebut ini diambilkan dana dari Dana Resiko Kredit 
(DRK) untuk menutupi semua kerugian yang diderita koperasi setelah 
mendapat persetujuan dari Rapat Anggota. 
Apa yang dilakukan pengurus beserta pengawas yang melakukan 
negoisasi atau musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah kredit 
macet pada kasus ini yang akhirnya sudah sepakat bahwa debitur mau akan 
melunasi sisa tunggakannya dengan ketentuan dilakukan perubahan jadwal 
pembayaran dan jangka waktunya serta perubahan besarnya angsuran 
pinjaman, dimana proses tersebut termasuk dalam proses Rescheduling. Dan 
prosedur yang dilakukan pengurus dan pengawas KPRI Makarya pada kasus 
ini telah sesuai Peraturan Khusus KPRI Makarya Nomor 01/PK/MKY/II/04 
poin ke sembilan tentang Dana Resiko Kredit. 
3.1.4 Pada kasus ke empat, ada anggota KPRI Makarya yang sudah pensiun 
yang pindah alamat rumah tanpa memberitahu kepada pihak koperasi 
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sehingga sulit untuk dihubungi. Dan sisa pinjamannya tidak mungkin 
dapat ditagih. Pengurus dan pengawas sudah berusaha untuk menghubungi 
ahli waris, kerabat atau saudara dari debitur dan mencari alamat debitur 
tersebut yang baru tetapi tidak ketemu. Masalah ini sudah dibawa ke rapat 
anggota untuk dicarikan jalan keluar bersama. Keputusan akhir dari hasil 
musyawarah rapat anggota adalah mengambil Dana Resiko Kredit tahun 
2015 untuk menutupi semua kerugian yang diderita koperasi akibat 
pinjaman bermasalah tersebut. Dari prosedur yang dilakukan pengurus dan 
pengawas KPRI Makarya pada kasus ini telah sesuai Peraturan Khusus 
KPRI Makarya Nomor 01/PK/MKY/II/04 poin ke sembilan tentang Dana 
Resiko Kredit ayat ke 2 dimana anggota peminjam pindah alamat tanpa 
memberi tahu pihak koperasi sehingga sulit dihubungi dan sisa 
pinjamannya tidak mungkin dapat ditagih. Sehingga jalan terbaik adalah 
mengambil Dana Resiko Kredit untuk menutupi semua kerugian yang 
diderita koperasi. 
  Dari kasus di KPRI Makarya di atas bahwa disimpulkan bahwa koperasi 
dapat menyelesaikan dengan secara kekeluargaan tanpa membawa masalah yang 
timbul ke ranah hukum. Ini membuktikan bahwa penyelesaian secara 
kekeluargaan benar-benar diterapkan dalam koperasi. Penyelesaian kredit macet 
pada KPRI Makarya sudah sangat jarang sampai pada peradilan umum karena 
dalam menangani pinjaman macet koperasi dalam pengelolaannya harus 
berlandaskan kepada asas kekeluargaan dan asas kegotong-royongan dimana asas 
kekeluargaan mengandung makna adanya prinsip kebersamaan (mutual help) dan 
kerja sama (group action). 
  Adapun kelebihan dalam menyelesaikan pinjaman macet dengan 
menggunakan asas kekeluargaan antara lain: 
3.1.1 Penanganan pinjaman bermasalah secara kekeluargaan akan lebih cepat 
3.1.2 Jika yang terjadi anggota pro aktif dalam penanganan pinjaman 
bermasalah maka secepatnya akan ada kata sepakat diantara kedua belah 
pihak. 
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3.1.3 Adanya penyelesaian di luar jalur hukum sehingga biaya yang dikeluarkan 
untuk kedua belah pihak tidak ada.  
  Berdasarkan uraian diatas, penyelesaian masalah hukum yang timbul 
dalam perjanjian kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
Manunggaling Karso Yuwana (KPRI Makarya) yang dilakukan oleh para 
pengurus dan pengawas koperasi telah sesuai dengan tujuan koperasi yaitu 
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Asas kekeluargaan yang 
diterapkan di KPRI Makarya adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai 
mufakat yang dapat berupa negoisasi maupun mediasi yang dilakukan pengurus 
dan pengawas untuk mewakili koperasi sebagai kreditur dengan anggota atau 
debitur yang mengalami pinjaman yang bermasalah. Dimana hal ini telah sesuai 
dengan peraturan yang ada dalam Pasal 2 ayat 1 Anggaran Dasar KPRI Makarya 
yang berbunyi : “Koperasi berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 
serta berlandaskan atas asas kekeluargaan”, Bab II Pasal 2 huruf d Anggaran 
Rumah Tangga KPRI Makarya yang berbunyi : “KPRI MAKARYA berazaskan 
kekeluargaan dan kegotongroyongan”, dan Pasal 2 Undang-Undang No. 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi : “Koperasi berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan atas asas 
kekeluargaan”. 
 
3.2 Prosedur dalam Menyelesaikan Pinjaman Bermasalah dengan 
Menggunakan Asas Kekeluargaan di Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia Manunggaling Karso Yunawa (KPRI. Makarya) dan Solusi 
Apabila Terjadi Hambatan 
Adapun prosedur dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah dengan 
menggunakan asas kekeluargaan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
Manunggaling Karso Yunawa (KPRI. Makarya) antara lain3: 
                                                             
3
Ngadiman, Kepala Kantor KPRI Makarya, Wawancara Pribadi, Surakarta, 3 Juli 2017, pukul 
10.00 WIB. 
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3.2.1 Meneliti Berkas Kredit  
Untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kredit atau 
tergolong sebagai debitur yang bermasalah dalam menyelesaikan kewajiban 
kreditnya, akan dilakukan penelitian kembali terhadap berkas-berkas kredit 
oleh pihak Koperasi. Dalam hal ini hal yang perlu diperhatikan dan diamati 
oleh pihak Koperasi yaitu: besaran pokok kredit dan bunga, jangka waktu 
kredit, besaran angsuran, jumlah tunggakan, dan lain-lain. 
3.2.2 Men girim Surat Pemberitahuan, Surat Panggilan dan Surat Peringatan 
Anggota yang mengalami permasalahan kredit macet diberikan Surat 
Pemberitahuan jika telah terjadi pinjaman macet atau belum melunasi 
pembayaran yang telah lewat waktunya. Setelah itu dilakukan surat panggilan 
satu sampai dengan tiga kali yang berjarak sepuluh hari dari surat panggilan 
sebelumnya dan seterusnya. Apabila surat panggilan yang ketiga juga tidak 
ada respon atau kesepakatan, maka dilakukan surat peringatan satu sampai 
dengan tiga kali berjarak sepuluh hari dari surat peringatan sebelumnya dan 
seterusnya. Kemudian dilakukan surat peringatan terakhir. Surat teguran 
tersebut disampaikan bersamaan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap 
anggota di lapangan. Pengurus sebaiknya melibatkan Pengawas untuk dapat 
mencarikan solusi untuk anggota yang bermasalah dengan pinjamannya. 
Pinjaman yang bermasalah dapat dibawa ke Rapat Anggota Tahunan, jika 
diharuskan untuk mendapat keputusan bersama seluruh anggota agar pengurus 
dapat mengambil tindakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga koperasi dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. 
3.2.3 Proses Kebijakan Restrukturisasi  
Proses restrukturisasi ini tidak bisa dilakukan secara langsung, karena 
mengingat dengan adanya resiko dari pihak debitur yang enggan melakukan 
proses retrukturisasi ini. Proses rekstrukturisasi yang telah dilakukan oleh 
pihak KPRI Makarya yaitu pihak debitur harus mengajukan permohonan 
restrukturisasi kepada pihak Koperasi, setelah diterimanya permohonan 
restrukturisasi, maka pihak Koperasi akan melakukan pengecekan atau melihat 
profil usaha yang dilakukan oleh pihak debitur, agar pihak koperasi 
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mengetahui prospek usaha yang dimiliki oleh debitur ini sebelum diberikan 
prosedur lebih lanjut. Setelah itu pihak koperasi membuat laporan dari hasil 
pengecekan tersebut, Setelah membuat laporan, pihak Koperasi selanjutnya 
akan melakukan rapat tentang proses negosiasi membahas tentang proses 
restrukturisasi yang akan dilakukan oleh pihak koperasi.  
3.2.4 Putusan Restrukturisasi  
Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihak pengurus KPRI 
Makarya, dimana pengurus mengadakan rapat pengurus dengan pengawas 
untuk menyelamatkan kredit macet terhadap debitur yang bersangkutan. 
Materi pada putusan restrukturisasi kredit terhadap debitur dapat berupa 
penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penurunan suku bunga pinjaman, 
pengurangan tunggakan bunga pinjaman, dan penambahan fasilitas pinjaman.  
  Hambatan dalam penerapan asas kekeluargaan dalam menangani pinjaman 
macet pada KPRI Makarya dan solusinya adalah4 : 
3.2.1 Debitur atau nasabah lalai 
Apabila debitur dengan surat perintah telah dinyatakan lalai dengan 
lewatnya waktu yang ditentukan. Penetapan lalai ini merupakan surat teguran 
dari pihak KPRI Makarya kepada debitur dengan tujuan memberitahukan 
kapan selambat-lambatnya debitur harus memenuhi prestasinya. Manakala 
debitur yang lalai tersebut setelah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan 
dan teguran berkali-kali tetapi debitur tetap tidak mau memenuhi prestasi yang 
telah disepakati bersama, maka ia harus menanggung segala akibat yang 
merugikan yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi. 
3.2.2 Kurangnya kepatuhan debitur atau nasabahnya terhadap hasil-hasil 
penyelesaian yang dicapai dengan cara kekeluargaan. 
Adanya ketidakpatuhan debitur atau nasabahnya mengakibatkan 
mereka seringkali mengingkari dengan berbagai macam cara, baik dengan 
teknik mengulur-ulur waktu, tidak membayar sisa tunggakan, dan sebagainya. 
Dengan adanya permasalahan seperti itu yang merupakan hambatan dalam 
penerapan asas kekeluargaan, maka koperasi selaku kreditur akan terus 
                                                             
4
Ngadiman, Kepala Kantor KPRI Makarya, Wawancara Pribadi, Surakarta, 3 Juli 2017, pukul 
10.00 WIB. 
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mengupayakan dengan cara kekeluargaan tetapi apabila memang sifat debitur 
yang tidak patuh atas keputusan bersama maka dengan cara jalur hukumlah 
yang terpaksa harus diambil. Disini dihimbau agar semua anggota koperasi 
yang mengalami masalah kredit macet agar patuh dan taat terhadap keputusan 
bersama hasil musyawarah mufakat ysng sudah dilakukan sebelumnya. 
3.2.3 Kesulitan keuangan 
Hal ini dapat menyebabkan debitur tidak dapat mengembalikan 
pinjamannya lagi dengan tepat pada waktunya setelah dimusyawarahkan. 
Kesulitan keuangan yang dialami debitur itu bisa disebabkan karena faktor 
intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah masalah yang ada di dalam 
perusahaan debitur itu sendiri yaitu karena ketidakmampuan debitur untuk 
mengelola perusahaannya dengan baik. Keberhasilan usaha tergantung pada 
kemampuan dari debitur dalam mengelola perusahaannya. Kemampuan itu 
antara lain meliputi kemampuan dalam bidang administrasi, serta bidang lain 
meliputi kemampuan dalam bidang manajemen, bidang keuangan, bidang 
pemasaran, bidang administrasi serta bidang lain, yang berhubungan langsung 
dengan aktivitas usaha yang dilakukan debitur. 
Ada juga pengaruh yang tidak kalah pentingnya yang dapat 
menyebabkan kesulitan keuangan debitur yang lazim disebut dengan faktor 
ekstren. Faktor ektern ini adalah penyebab kesulitan keuangan yang terjadi 
karena sebab-sebab diluar jangkuan kemampuan debitur, seperti misalnya 
perubahan dari kondisi perekonomian dan perdagangan nasional maupun 
global, perubahan peraturan atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 
perekonomian dapat mengakibatkan terpengaruhnya jalannya usaha debitur 
baik secara langsung atau tidak langsung, daya beli masyarakat yang menurun 
bisa mengakibatkan berkurangnya pemasukan pengusaha dan mengganggu 
kelancaran perekonomian, dan lain-lain. Dalam permasalahan ini debitur harus 
selalu mengkomunikasikan kondisi ekonominya kepada pihak koperasi. 
Dengan hal tersebut maka akan terjadi transparansi apa yang menjadi kendala 
debitur sehingga koperasi selaku kreditur akan membantu dengan proses 
restrukturisasi yang berupa penjadwalan kembali, penurunan suku bunga 
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pinjaman, pengurangan tunggakan bunga pinjaman, dan bahkan penambahan 
fasilitas pinjaman agar membantu usaha debitur bangkit kembali.  
3.2.4 Debitur atau nasabah yang “nakal” 
Ketidakmampuan debitur dalam menjalankan usahanya, dan adanya 
faktor dari luar yang menyebabkan bangkrutnya usaha debitur tidak sama 
dengan ketidakjujuran debitur. Ketidakmampuan debitur karena kesulitan 
ekonomi yang ia alami dapat berasal dari faktor intern dan faktor ekstern yang 
menyebabkan adanya kredit macet, sehingga debitur tidak dapat melunasi sisa 
tunggakan pinjamannya. Hal ini bukan berarti debitur berniat untuk melarikan 
diri dari tanggung jawab, tetapi karena kondisi ekonomi yang memaksa 
debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Sedangkan ketidakjujuran adalah 
sikap mental dari debitur yang memang berniat untuk berbuat “nakal” dan 
mempunyai iktikad tidak baik terhadap pinjaman yang diperolehnya. Pinjaman 
macet yang disebabkan karena karakter yang kurang baik ini mengakibatkan 
kurangnya kemauan debitur untuk membayar angsuran walaupun debitur 
mampu membayar. Dengan timbulnya hambatan dalam penerapan asas 
kekeluargaan karena sifat debitur yang “nakal” maka koperasi selaku kreditur 
akan terus mengupayakan cara preventif dengan cara kekeluargaan tetapi 
apabila memang sifat debitur yang tidak koperatif dan tidak patuh atas 
peraturan koperasi serta tidak ada jalan keluar lain yang terbaik maka dengan 
cara jalur hukumlah yang terpaksa harus diambil. Untuk anggota koperasi, 
sebaiknya dalam melaksanakan perjanjian kredit harus beriktikad baik untuk 
mengembalikan atau membayar angsuran kreditnya sampai selesai atau lunas 
dan harus menaati perjanjian yang telah disepakati dengan koperasi  agar  
tidak  terjadi  hal-hal  yang  menyebabkan  kredit  macet sehingga merugikan 




Penerapan asas kekeluargaan untuk menangani pinjaman bermasalah di Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia Manunggaling Karsa Yuwana (KPRI Makarya) 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas 
kekeluargaan yang diterapkan di KPRI Makarya adalah dengan cara musyawarah 
untuk mencapai mufakat yang dapat berupa negoisasi maupun mediasi yang 
dilakukan pengurus dan pengawas untuk mewakili koperasi sebagai kreditur 
dengan anggota atau debitur yang mengalami pinjaman yang bermasalah. Dimana 
hal ini telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Pasal 2 ayat 1 Anggaran 
Dasar KPRI Makarya yang berbunyi: “Koperasi berlandaskan Pancasila, 
Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan atas asas kekeluargaan”, Bab II 
Pasal 2 huruf d Anggaran Rumah Tangga KPRI Makarya yang berbunyi: “KPRI 
MAKARYA berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan”, dan Pasal 2 
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi: 
“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
berlandaskan atas asas kekeluargaan”.  
Prosedur dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah dengan 
menggunakan asas kekeluargaan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
Manunggaling Karso Yunawa (KPRI. Makarya) dan solusinya apabila terjadi 
hambatan, adalah dengan meneliti berkas kredit, mengirim surat pemberitahuan, 
surat panggilan dan surat peringatan, proses kebijakan restrukturisasi, serta 
putusan restrukturisasi yang dapat berupa penjadwalan kembali, persyaratan 
kembali, penurunan suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan bunga 
pinjaman, dan penambahan fasilitas pinjaman. Resiko kerugian koperasi apabila 
terjadi kredit yang sudah tidak bisa dikembalikan maka dapat ditutup dengan 
klaim asuransi kredit apabila debitur tersebut sejak awal mengajukan kredit sudah 
masuk dalam asuransi kredit atau jika belum masuk dalam asuransi kredit dapat 
ditutup dengan cadangan dana yang diambilkan dari Dana Resiko Kredit (DRK) 
setelah mendapat persetujuan dari Rapat Anggota. Hambatan-hambatan dalam 
penyelesaian pinjaman macet dengan cara kekeluargaan di KPRI Makarya yaitu 
debitur atau nasabah yang lalai, kurangnya kepatuhan debitur atau nasabah 
terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dengan cara kekeluargaan, 
kesulitan keuangan, dan debitur atau nasabah yang “nakal”. Tetapi solusi atas 
semua hambatan yang terjadi itu tetap dapat diselesaikan dengan cara 
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kekeluargaan yaitu melalui musyawarah mufakat oleh KPRI Makarya dengan 
debitur tanpa sampai menempuh jalur hukum atau letigasi. 
4.2 Saran 
Bagi pengurus koperasi, harus lebih tegas dalam menerapkan peraturan mengenai 
syarat kredit, terutama bagi anggota yang akan pensiun atau menjelang pensiun 
agar tidak terjadi kekeliruan dalam masa angsuran dan harus memiliki strategi 
pencegahan kredit bermasalah yang kuat agar kredit bermasalah benar-benar dapat 
diminimalisir dan tetap menjaga hubungan yang baik dengan anggota. 
Bagi anggota KPRI Makarya yang sedang atau akan mengajukan 
permohonan pinjaman disarankan untuk menaati segala prosedur dalam proses 
pemberian pinjaman, terutama bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan 
informasi yang diperlukan pada saat analisis pinjaman agar terlaksana pemberian 
pinjaman yang sehat. 
Bagi anggota koperasi, sebaiknya dalam melaksanakan perjanjian kredit 
harus beriktikad baik untuk mengembalikan atau membayar angsuran kreditnya 
sampai selesai atau lunas dan harus menaati perjanjian yang telah disepakati 
dengan koperasi  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang  menyebabkan  kredit  macet 
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